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RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik
untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun
sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya
disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP
publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus
didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta.
Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu sgja tujuan dari penyediaan RTH ini
tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe
Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang
dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris.

Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri
sesual dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah
Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan
meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya
pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-
peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak
swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests.
RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning
2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the
material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter
RTHKP that RTHKP ideal areais 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The
success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local
government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that
balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used
the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen
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from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government
Regulation No. 71 Y ear 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land
acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developmentsin
each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance
of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the
construction isdone in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations
governing the green space itself. However, thisis still not enough. Society and the private sector must take
part in supporting the provision of green space.



